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ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) huruf b Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan
Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam
Pemilihan Umum, KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Bilangan Pembagi Penduduk
(BPPd);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Bilangan
Pembagi Penduduk (BPPd) Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli ini adalah:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat Il dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun



2008 dan terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun
2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1870); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13/PL.01.1-
Kpt/03/KPU/1/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum
Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 14/PL.01.3-
Kpt/03/KPU/1/2018 tentang Jumlah Penduduk Per Kelurahan pada Kecamatan dengan
Alokasi lebih dari 12 Kursi untuk Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi dalam
Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 18/PP.02.-
Kpt/03/KPU/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi
Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bangli Nomor 22/PL.01.3-Kpt/5106/KPU-Kab/1/2018
Tentang Bilangan Pembagi Penduduk (Bppd) Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi

Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli Dalam Pemilihan
Umum Tahun 2019.
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